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TINJAUAN TEORITIK

A. Tindakan Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana”
berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan
kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak diraksakan dan juga hal yang

tidak sehari-hari dilimpahkan.?)

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan
yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Para pembentuk Undang-Undang tersebut
tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, Istilah tindak
pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud
strafbaarfeit itu sendiri maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai
strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah
tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah strafbaarfeit
sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf
yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti

tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah

D Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
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peristiwa yang dapat dipidana yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat

dipidana.?)

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah
seorang manusia atau oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari
tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi
subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat
dalam Pasal-Pasal hukuman penjara, kurungan, dan denda.®)

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat

yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan

mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus
memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana memiliki perbedaan, tetapi
secara prinsip intinya sama. Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut

pandang yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

a. Pandangan monistis yaitu suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya

pidana harus mencakup sifat dan perbuatan.®
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Unsur-unsur tundak pidana dalam pandangan monistis yaitu
1) Ada perbuatan
2) Ada sifat melawan hukum
3) Tidak ada alasan pembenar
4) Mampu bertanggungjawab
5) Kesalahan
6) Tidak alasan pemaaf
b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana
dan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, untuk menyatakan sebuah
perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang
dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa
adanya suatu dasar pembenar.®
Unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan dualistis yaitu:
1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
2) Ada sifat melawan hukum
3) Tidak alasan pembenar
Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:
1) Mampu bertanggungjawab
2) Keselahan
3) Tidak alasan pemaaf
Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1) Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik
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Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa
yang diucapkan, dan bagaimanasikapnya terhadap suatu hal atau kejadian.
Oleh karena itu mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur
dalam Pasal didakwakan termasuk unsur perbuatan maupun pertanggung
jawaban pidananya.
Sifat melawan hukum
Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu:
a) Sifat melawan hukum umum
Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan
pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan
manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum
dan dapat dicela.
b) Sifat melawan hukum khusus
Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik
dinamakan sifat melawan hukum khusus juga dinamakan sifat melawan
hukum facet.
c) Sifat melawa hukum formal
Istilah ini yaitu semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah
dipenuhi, jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana.
d) Sifat melawan hukum materil
Sifat yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang
hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan

delik tertentu.
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3. Jenis Tindak Pidana

Menurut system KUHP dibedakan antara kejahatan terdapat dalam Buku 11
dan pelanggaran dimuat dalam Buku Ill. Kejahatan adalah perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak
mengancamnya dengan pidana. Sedangkan pelanggaran atau tindak pidana
Undang-Undang adalah perbuatan yang boleh masyarakat baru dirasa sebagai

tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa kejahatan adalah pelanggaran dari
norma-norma diatas disebutkan sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.

Dan inilah yang dengan istilah perbuatan melagnggar hukum.®

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan
pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam
Buku 11, dan pelanggaran diatur dalam Buku I1l1. Ancaman pidana dalam kejahatan
relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat

dari:

a. Dalam percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan
percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.

b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tidak pidana kejahatan
dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran

tidak dapat dipidana.

8 Wirjono Prodjodikoro, Op Cit, him 15
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c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan
alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran
tidak berlaku.

d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan
bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan
kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.

e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan
pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan.

f. Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), sistem penjatuhan pidana
dalam concursus kejahatan menggunakan sistem aborsi yang diperberat,
sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi

murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik
beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan
rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak
dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh Pasal 362 KUHP
tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil
barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.
Sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan
menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana
ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan
itu tidak dipermasalahkan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang

dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan kematian” orang lain.
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Terdapat tindak pidana formil materil yaitu terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang
penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu
memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat
untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang

dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang membuat unsur kesengajaan
dalam rumusannya. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (sengaja) dan
Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau
banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang membuat unsur kealpaan
dalam perumusannya. Contoh Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang

menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana comnissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan
aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan
adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh Pasal 362, 338, dan
378 KUHP. Tindak pidana omisonis yaitu rindak pidana yang berupa tidak berbuat
sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu
kewajiban hukum. Contoh Pasal 531 KUHP tentang pelanggaran terhadap orang

yang perlu ditolong.

Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa Yaitu delik-delik
yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan

tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada
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bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka itu tersebut dapat dipidana berdasarkan

Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau
keluarga korban yang dirugikan. Contoh Pasal 310 KUHP tentang pencemaran
nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah
tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan

dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh
semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua
orang. Tindak pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh
orang yang berkualitas tertentu. Contoh Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita

yang menggurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya
semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap
dengan kata lain terkandung pengertian yurudis dari tindak pidana tersebut. Contoh

Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan
menyebutkan kualifikasi Pasal dalam bentuk pokoknya yang kemudian
ditambahkan unsur yang bersifat membertkan atau meringankan secara tegas dalam

rumusan.

Ada faktor yang memberatkan maupun yang meringankan, maka ancaman

pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam Pasal
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bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat Pasal 340 KUHP tentang
pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan
terlebih dahulu). Contoh tindak pidana yang diperingan Pasal 341 KUHP tentang
pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir

(unsur yang memperingan ialah terletak pada subyek hukumnya “seorang ibu”).

B. Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain.
Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat
awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-
diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-

sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan
hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut

pencuri. Sedangkan pencurian sendiri
Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam
karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda

paling banyak enam puluh rupiah”.
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Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh
pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil

seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

2. Jenis-Jenis Dan Unsur-Unsur Pencurian

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana

yaitu:

Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

a. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi
(Pasal 363 KUHP)

b. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

c. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

d. Pencurian denganpenjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP)

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan rumusan Pasal tersebut

diatas sebagai berikut:

Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena
pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling

banyak sembilan ratus rupiah”.
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Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362

KUHPidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsurunsur subjektif sebagai

berikut:

a. Unsur objektif

1)

2)

3)

Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang
bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain.
Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik Undang-Undang
maupun pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan
suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil,
sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri
mempunyai lebi dari satu arti, masing-masing yakni:

Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul
berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu antara lain:
Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam
penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak baerada dalam
penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apada waktu pelaku
melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam
penguasaannya.

Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang
membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam
penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk

memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian
harta kekayaan yang dimaksud.”

) Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika,

Jakarta, 2009, him 13.
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Suatu barang/ benda
Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya
terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk
dalam pengertian barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda
yang diktegorikan barang/ benda berwujud dan tidak berwujud misalnya,
halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan
tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang
belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna
tentang barang/ benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek
pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa
barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah
harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah
barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oelh
siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah
dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.
Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/ benda yang
dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting
dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/ barang yang
tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan
barang/ benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara

keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/ barang tersebut
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kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur

kepemilikan yang melekat pada barang/ benda tersebut tidak bersifat penuh.

b. Unsur subjektif

1)

2)

Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian,
unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal
ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai
benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum
atau tidak sah”. Walaupun pembentuk Undang-Undang tidak menyatakan
tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362
KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi
kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan
dengan sengaja, yakni karena Undang-Undang pidana yang berlaku tidak
mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak
sengaja.

Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan
istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/ barang pada
dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemillik dari barang yang diambilnya,
tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan
“memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk
beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan,

meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan
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yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang
tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu
dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.
3) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur
“menguasai untuk dirinya sendiri”’. Unsur “melawan hukum” ini akan
memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan
“menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat
dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan
hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak

tertulis.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana
pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari

tindak pidan pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363
KUHPidana), yaitu Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu
pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu,
sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat
pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang
dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena
pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan
dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan,

maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan
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pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

a. pencurian ternak

b. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi,
atau, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang

c. pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di
situ tidak diketuhui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu
hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama

Sembilan tahun.

Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu “Perbuatan yang diterangkan
dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan
dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih
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ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencucian ringan dengan pidana
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima

puluh rupiah”.

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, terhdap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk

tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;

b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau
emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu.

d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana

penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
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mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang

diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal366 KUHPidana) yaitu:

“dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan

dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan

Pasal 35 no. 1-4.

1)

)

(3)

Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini
adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah
meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat

atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah
harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik
dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap
orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang

terkena kejahatan.

Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang
lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas

berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini

merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya

masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi,
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apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain)

pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami isteri
tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat
tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu

pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian.
Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan
maksud dikeluarkannya perundang-undangan tersebut.®)

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti
anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan social seperti
orang dewasa pada umumnya. Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan
belum dewasa. Pengartian anak menurut hukum pidana. KUHP tidak merumuskan
secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada
Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal 16 (enam belas) tahun.
Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

® R. Wiyono, Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur,
2019, him 10.
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Selanjutnya beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 Undang-Undang
Pelindungan Anak menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang yang disebut dengan anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak
yang masih dalam kandungan ibunya.

b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan, “anak adalah
orang yang dalam perkara anak nakal belum mencapai 18 (delapan belas) tahun
dan belum pernah menikah. Jadi di sini yang dimaksud dengan anak adalah
seseorang yang telah mencapai 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi usianya
tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melakukan
permenikahan.

c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang

berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak
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yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya”.

d. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.
Pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 “anak adalah seseorang yang

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

2. Hak-Hak Anak

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari
janin dalam kandungan sampai anak umur 18 (delapan belas) tahun. Undang-
Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai
dengan ketentuan hak asasi manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak meliputi

a. Non-diskriminasi

o

. Kepentingan yang terbaik bagi anak

o

. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

o

. Pengehargaan terhadap anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002)

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam dalam Pasal 4 sampai Pasal
19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai
berikut:
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
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. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dari dan status
kewarganegaraan.

. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh
orang tuanya sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan untuk diasuh pihak
lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun

yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

perlakuan:

1) Diskriminasi

2) Eksploitasi

3) Penelataran

4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan

5) Ketidak-adilan

6) Perlakuan salah lainnya

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata

3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial

4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
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5) Pelibatan dalam peperangansetiap anak
h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
i. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
J. Penangkapan, penahanan, pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan
hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan
dari orang dewasa.
2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara sefektif dalam
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang
objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
Dari berbagai pengertian diatas, anak diartikan sebagai orang yang belum
dewasa, orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah

termasuk anak dalam kandungan.®

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan
dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang

9 Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana
anak di Indonesia, Redika Aditama, Bandung, 2010, him 7
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Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik
dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik

dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang
berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan

dengan hukum, yaitu:*9

a. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh
orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut,
membolos sekolah atau kabur dari rumah.

b. Junevile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan
oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan
hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu
sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari
pelaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa

disamakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bias saja menjadi suatu

10) Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him 33
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perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan
perbuatan melawan hukum maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan
pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pemidanaannya. Menurut
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) pidana pokok
untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaiut:

a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan syarat

1) Pembinaan di luar lembaga

2) Pelayanan masyarakat

3) Pengawasan

c. Pelatihan kerja

d. Pembinaan dalam lembaga

e. Penjara
Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10
yaitu:

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

¢. Kurungan

d. Denda

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak tepat disebut dengan
kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil,

proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan
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tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini
belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan
akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan

mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

4. Pemeriksaaan Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak

Hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-peraturan yang
mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara
konkret. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab Il mulai dari Pasal 16
sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana
anak.

Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak anak, maka,
Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak wajib memberikan
perlindungan khusus bagi anak yang diperriksa karena tindak pidana yang
dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui
penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pada proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan
menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal
22 yang Dberbunyi ‘“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing
Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain
dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai

toga atau atribut kedinasan”. Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa
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takut mengahadapi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing
Kemasyarakatan, Advokat atau petugas hukum lainnya, sehingga dapat
mengeluarkan perasaannya pada Hakim mengapa ia melakukan suatu tindak
pidana. Selain itu, juga berguna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak

menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

5. Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, berbunyi:

a. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling
lama 24 (dua puluh empat) jam;

b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus
anak;

c. Dalam ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang
bersangkutan, anak dititipkan di LPKS;

d. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

e. Biaya bagi setiap anak yang diteempatkan di LPKS dibebankan pada
anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang sosial.

Penahan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh
jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan

diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan
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mengulangi tindak pidana. Penahan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan
syarat, sebagai berikut:
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tahun)
tahun atau lebih.

Dalam hal penahan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut
Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu
penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh
hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu

dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

6. Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat
penyidik sesuai dengan cara dalam Undang-Undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak
pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak
pidananya.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidik anak, adalah:*?

a. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau

1) R. Wiyono, Op Cit, him 68



34

pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh
penyidik.
c. Syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik adalah, sebagai berikut:

1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;

2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak

dan;

3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib
meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak
pidana dilaporkan atau diadukan. Pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan
diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan
proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya

diversi.



